KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-19/PJ/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN
SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020
tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu untuk menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan
Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi
Margin kepada Debitur Dalam Rangka Mendukung

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan  serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1516);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020
tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi
Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1109);



Menetapkan

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA
DEBITUR DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

.

Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik
sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha
yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari penyalur
Kredit/Pembiayaan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang selanjutnya
disebut Program PEN, adalah rangkaian kegiatan untuk
pemulihan perekonomian nasional yang merupakan
bagian dari kebijakan keuangan negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan  perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi
nasional.

Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan
masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan,
dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan
koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat
permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

































